
Namun dcmikian, pada intinya sudah ada kesadaran global, 
termasuk di Intiont;:sia, tentang pentingnya kesctar;J;.m dan 
b:adilan gender sebagai bagi:.ln dari transfonnasi sosial 
ke masyarakat, Dalam situasi ini, isu gender akan muncul 
jika masyarakat menyadari bahwa ketidaksdaraan adalah 
ketidakadilan dan kesenjangan gender yang terjadi cukup 
besar pada percmpuan akan mengganggu aktualisasi dari hak 
asasi manusia pada seliap warga negara yang merdcka. 

Pennasalahan yang perlu dijawab oalam kontcks Indonesia 
adalah sejauhmana pemberdayaan percmpuan telah 
memasyarabt dan membudaya setelah 10 tahun PUG ml:!Jljadi 
kOllloditi kornunikasi politik? Bennlk komunikasi apa yang 
dinilai strategis untuk mem<lsyarakatkannya': 

Komunikasi Politik: 
Pengarusutamaan Gender 

Komunikasi adalah proses saling bcrbagi infomlasi, gagasan 
atau sikap (De Vito 1995). dan politik adalah kajian tentang 
kekuasaan atml seni rnemerintah (Nimmo 2005), Dengall 
demiki:m, kOlllunikasi politik melibatkan pesan politik dan 
aktor poli tik yang berkorelasi dengan kekuasaan, pemcrintahan, 
dan keb ij akan pemeri n ta h. Da I a III hal in i, men mut H:I rt (:!OO I ), 
pemerintah (kepala pt:merintahan) memerintah mdalui 
kOl11unikasi. scbagai 'he suuml of leadership dimana semua 
tindakan dan pcmyataannya kepada pubtik dapat dikategorikan 
sebagai komunikasi politik. 

Komunikrlsi pulitik pengarusutama~\I1 gender dalam segala 
bidang pemb,mgunan daerah scbagai bentuk the sound of 
president (leadership) dikomunikasikan melalui Inpres Nl),9 
tentang PUG bcscrta pedoman pclaksanaannya1• Harapanny'a, 
'ln~res No 9 Tahun 2000, " ... mengin,t<uh,k.lr1 kepada scmua ~eJabat, terrnasuk Gub~rnur, 
6~patl. Walikota untuk melaksa na _an PUG guna terselengg<3 ra nya perencan~Jro. pe "yu"ln a n, 
pel~k\~n~an, pernantauan dJn p"ng~~~luasian atas kebijakan dan prog~m pfmban!:un~" 
y~ng 'e.ponsif gender, sesuai dengan tuga'. poke.', dan fUllgs; (Tupo~si) kewenangan masing, 
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aparat daerah dapat mcmahaml kOl1sep gender. menemukenali 
isu-isu gender spesifik lokasi dan berupaya menganalisis 
kesenj,mg!1n gender yang terjadi. Salahsatu a'jpek analisis 
gender ialah eksplorasi dari adanya perbedaan rclasi gendcr 
di suatu popuJasi, dalam hal peran dan kcgiatan. akses ke 
sumberdaya dan hambatan yang dihadapi, serta kontrol dan 
manfaat yang diterima (Hubeis, AV, 2006b). 

Gender sebagai komoditi komunikasi politik, saat ini slidah 
t:llkllP fasih disuarakan di bcrbagai forum kornunikasL namun 
tcrnyata belurn dimaknai sebagai piranti analisis untuk 
memahami proses sosial dalam konteks relasi sosial antar<l 
pt:rempuan dan laki-laki (gender). Analisis kelas. analisis 
diskursus, dan ana1isis kebudayaan yang selama ini digunakan 
untuk mcmahami rcalitas sosial ternyata juga tida}.; dapat 
dijadikan tcropong realitas adanya relasi kekuasaan berbasis 
gender yang sangat berpotensi rnenumbuhkan pcnindasan 
gender (F~lUcaullt 1990 dan Van Djik 1993). 

Penil1dasan gender yang bennuara dari pCrJn dan rclasi gender 
berinteraksi dengan peubah sosial dan ekonomi, budaya 
dan politik yang mcnimhulkan pcrhedaan dan tcrkadang 
ketidaksctaraan pada ketcrdedahan infonnasi. akses dan 
partisipasi serta pllda pencllpaian kemnnftatan pcmbangunan 
(Parawansa 2003). DJI11paknya aualah pada luaran kebijakan 
pcmbangunan. yang belull1 komprehenslf Jan bersirat 
sektoral schingga hclum mampu mcnjndt pti)1.tng bagi semua 
stakeholders, terkait dengan upaya mcwujlldkan kcsetaraan 
dan keadilan gender (J\1itragender 20 10) 

Bukti-bukti terdokumentast tentang rclast ganda anlar-genoer 
dan dampak pembangunan semakin bcrmunculan, mencakup 
kctimpangan relasi gender atas dasar perhcdaan seks (Moser 
1993. Moser 1(89). Dalam hal ini. se~\'ism masih mempakan 
suatu keyakinan atau sikap yang menganggap salahsatu seks 
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inferior, kllrang kompeten dan kurang bemilai, terhadap seks 
.' .. 3ng lain (Althur and Mary 1984). 

Saat ini. st!xism tclah mcnjadi isu komunikasi politik yang 
mempengamhi pengunaan bahasa komunibsi d;alam 
mengatasi ketidakadilan atau ketidakhenar:m hcrujar terhadap 
::.;alahsatu seks, yang herhias pada sosialisasi peran dan relasi 
gender. Semua ini. disosialisasikan antar-generasi, mulai dari 
keluarga: anak laki-Iaki mengLkuti langkah ayah dan anak 
perempuan mengikuti Iangkah lbu (Hubeis 1985). 

Pada era apapun, keluargtl tet<lp mempakan unit tcrkccil dari 
suatu sistcm sosia\ masyamkat dan batindak sebagai lcmbaga 
sosialisasi pectama yang mewariskan norma dan niIai-niIai 
bertindak kepada anggota keluarga. Sosiali:.;asi ini akan dicktif 
atau tidak, dapat dijelaskan dari circumph:x mudel ujjamiZF 
il)t~ra('(ion, yaitu (1) kcmampuan bcradapt<lsi untuk mengllbah 
dan mcrcsponi pcmbah<ln struktur tugas dan peran, (2) ikatan 
emosional dan pcrasaan kebersamaan, dan (3) komunikasi 
yang mcnyirikan suatu kcluarga kohesif. 

Dalam hal ini, sosialiasi gender dalam keluarga menghasilkan 
suatu cara berkomunikasi spesifik percmpuan dan spesifik 
Iaki-Iaki Berdasar hal ini, Tannen (1990), meyakini adanya 
gap komunikasi antara laki-\aki dan perempuan, dikarenakan 
masing-masing berada pada posisi hntas-budaya, dimana 
kcgagalan mengamati perbedaan cara pandang dan gaya 
bcrcakap dapa t mcmba wa ma sa I a h y (\ Il g besar da 1 am memak na i 
rclasi gendcr dalam bcrkomunikasi. 

Selanjutnya, norma pcmbagian kcrju dalam kell1arga 
menghasdkan rumusun berpcran atas dasar perbedaan jenis 
kcl<l11111l, yang mcnempatkan pcrempllan memainkan peran 
tradisi :'-1 (isteri, ibu mmahtangga dan ibu) dan laki-laki di 
puhlik lllcncari nafkah. Perkembangan zaman dan tuntutan 
ekonomi menyebabkan timbulnya peran transisi (peran 3-1 
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plus peran publik) dan peran egaliter antar-angg:ota hluarga, 
laki-Iaki d:m perempuan (Hubeis 1996a). 

Pada era global, petjuangan kesetaraan gender yang semakin 
genem, diprediksi akan mcnimbu lkan hal berikut: (I) kcajcgan 
peran tradisi atas dasarpcrbcdaan scks akan memudar sC'hingga 
ridak jelas lagi pembcdanya; (2) percmpuan pckcrja ak"l1 
meningkat dan scbaliknya laki-Iaki pengangguran juga akan 
meningkat; (3) lIlobilitas suslal dan geografis memisahbn 
tl:mpat tinggal suami-isteri, orangtua-anak, sehingga keluarga 
tncnjadi tidak utuh (Hubeis 1995). Berbagai kemungkinan 
tersebur perlu diantisipasi dahlm kontcks pcnyadaran gender 
di kcluarga dan di masyarakat. 

DaTi dimensi komunikasi, keluarga adalahjaringan orang yang 
berbagi kehidupan dan ekspektasi masa deran mengenai 
relasi sosial (Tubbs and Moss 20(5), Herarti, pCll1ahaman 
tentang gender yang akan tlt(lU sudah tcrncntuk d'llam suatu 
ke\uarga akan mcnjadi modal sosial menuju kest':taraan atau 
ketidtlksetaraan. Dengan demikian, gender adalah katcgori 
yang berhubungan dcngan relasi sosial. ekollomi, kckuasaan 
dan politik (Wood 1999. Wl)od 2007). tidak pernah stabs tapi 
sclalu dinamis (Butler 19(0). 

Berdasar premis ini, sanga! penting bllgi pflTa pejuang gender 
untuk tidak mengkategorikan gender sebagaimana yang: seCflra 
historis didefinisikan tetapi perlujuga dllihat dari mcningkatnya 
pengamh tcknologi infprma<.;i dfll1 komunikasi. Dalam hal inL 
mcnumt Lawley (1994), cfek dari CM C (computer-mediated 
communication) dan media elcktronik lain, tc1ah mcngubah 
konsep perseorangan dan masyarakal !enlang pcrbcdaan 
gender. Kamun. setiap bangsa, suku dan budaya di belahan 
dunia ini memiliki suatu kesamaan umUIl1, ada laki-Iaki dan 
ada perempuan. Karena itu. kebcrhasilan pengarusutamaan 
gender di berbagai lini kehidupan dan pembangunan akan 
tergantung pada komunikasi efektif di antara keduanya, laki-
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laki dan perempuan. Selanjutnya adalah. bagaimana aparat 
pemerintah memperscpsikan gender dalam komitmennya 
terhadap pclaksanaan pengarusutamaan gender sebagai 
komitfllen politik yang lelah disepakati. 

Komunikasi: Isu Gender 

Komunikasi mcrupakan proses pcrtukaran infonnasi dari 
suatu sumbcr pesan ke pem:rima pesan (De Vito. [(95). 
Keberhasilan proses komunikasi tidak hanya terganlung pada 
keberhasilan pengalihan pesan dari salu pihak ke pihak lain, 
tctnri kOlh dari itu, sangat ditentukan oleh bagaimana proses 
k omu n i k <l S i terse but mcnghasi I kan pem<lhaman ti mba I-balik di 
antara partisipan komunikasi. Pamahaman bersama, kemudian, 
menghasilkan Pt'fsctujuan bersama, yang selanjutnya akan 
menghasilkan aksi bersama (Rogers 1981). Dalam konteks 
pengarusutamaan gender. inti utama pelaksanaan Tnrres No.9 
Tahun 2000, salahsatunya ada1ah aksi bersama. terbenhlknya 
kclcmbagaan pcmampuan PUG. 

Namun dcmikian, studi di 5 dcpartcmen pemerintah (Hubeis 
2004) dan di 9 rlepartemen (Bappena s danK N P P R I 
200b) mcnunjukkan bahwa kelembagaan PUG departemcn 
sangat bcragarn, mulai dari berbentuk unit kcrja, Tim atau 
panitia khusus PUG atau bersifat proyek. atau Pokja PUG. 
Kcsamaannya. ada pada pcJaksanaannya yang hanyu berada 
di bawah satu direklorat jenderal atau satu kedcputian yang 
dianggap bcrhubungan dengan pemberdayaan pcrempuan, 
sesuai TlIpuksi dcparternen. Berani, PUG belum terintegrasi 
di keseluruhan program departemen. dan belum memiliki aura 
kckuasaan untuk membuat kcbijakan karena pelaksana. dalam 
hal ini, unit pembcrdayaan perempuan, bukl11 dari esclon 
pencnnJ kebijakan. 

Per~·;oa[an mcndasar berikut tcrlctak pada kenyataal1 bahwa 
sebagian hesar apara( yang mcnangani penganggaran tidak 
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mcngrtahui sarna sckali pengertian tentang gender. Kalaupun 
merrb paham, helum mampu Tl1('nggnnakan gender lens 
(bc;]mata genoer) llnmk l11enenhlkan prioritas program 
berbasis anggaran reSplltlSil' gender yang bcrakibat pada 
pcrcmpuan scbagai pihak yang pcrtama dirugikan. Karcna itu, 
lerdapal kesenJangan perspekLlf gender, oi tingkat perumusan 
program maupun peng,mggaran (WRl2010: Bappenas 2008). 

Pelaksanaan pengarusulam<lan gender ke daerah 
dikomunik<lsikan melalui Kepmendagri No.32 Tahun 2003, 
yang kemudian direvisi dengan PennenDDN No.IS Tahun 
2008, sebagai bentuk komitmen politik mengarusutamakan 
gender ke dalam scmua aspek pembangunan daerah, tennasuk 
alokasi anggaran responsif gender. Namun, dalam kenyataan. 
masih banyak daerah yang be\um mcmiliki komitmcn 
kchijakan, ke\cmbagaan pemampuan PUG, anggaran PUC;:~. 

dan ketersediaan data terpilah jenis kc1amin. IntJnya, seperti 
ucapan Meutia Hatta (Suara Karya 2005) adalah: 

" ... helwn ada satll/Jlm Pcmcrintah Kahupaft'lIi}\ola 

yang sccara scmpurna mcnerapkan /npres .. Vo.9 Ta/17If1 
200() dikarenakan minimnya pendirian Biro Peremplfwl 
di kantor Pemda sala rendahnya alokasi ul1ggaml1 

un/uk program pemberdayuuf1 pcn:mpuul1··. 

Setelah lima tahun berlalu, suara scnada tcnlang kclcmbagaan 
pemampuan PUG juga masih kerap dik('luhkan bcrbagai 
aparat, sebagai bukti bahwa persoalan tcrscbut bclum sdcsai. 

Hasil studi evaluasi terhadap pelaksanaan Inpres No.9 
Tahun 2000 di 10 provinsi (KN PP 2(06) juga mcnemukan 
bahwa struktur keletnbagaan pemberdayaan pcrcmpuan di 
daerah merupakan faktor yang krusial di dalam pclaksanaan 
pengarusutamaan gender. Kdembagaan yang hanya bersifat 
bidang atau kegiatan sulit melakukan kegiatan apapun (Hubeis. 
A\/ 2004, 8appenas 2008). Apalagi jika pejabat atasannya 

. DI mu lal It'ja k lahun zo 10 PPRG j Pereno nJJn Pengganggara n Responsif Gender) sudah 
menjad I age nda n~~1 on~1 d~n d~l~nl prolel pensoslalilasiannya ke daera h-daera h oleh 
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tilbk paham gender. Selain itll, ketidaktersediaan Jurl1 terpi/ah 
per jenis J.,ei(lmill dan data akurat tentang masalah gender 
per spesifik loka"i merupabn hambatan lain, bagi sektor dan 
daerah, untuk dapat melakukan suatu nnalisis gender yang 
akurat (Hubeis ef af. 2006). 

Kemlluian, salahsatu dari tig:a rumusan iSH na~ional 

pengarustamaan gender RPJMN 20)0, juga dilujukan pad" 
p(.;ningkatan kapasitas kclcmbagaan PUG dan pemberdayaan 
pcrcmpuan. Berarti, pemampuan kclcmbagaan PUG dacrah 
memang merupakan faktor krusial kebcrhasilan komunikasi 
pengarusutamaan gender. 

Hasil studi evaluasl pelaksanaan PUG di pusat dan di dacrah 
yang telah dilakubn olch KNPP, sejak tahun 2002-2006, 
menunjukkan bahwa sebagian bcsar aparat, belum memahami 
PUC; serta eara melakukaIlilya. Bahkan terkesan, seakan-akan 
urusan pengnrusutamaan gender hanya sebagai pckerjaan 
Badan atau Kantor atau Biro PP (Pemberdayaan Perempuan). 
Selain itu, upaya penyadaran gender (sosialisasi, peiatihan, 
advokas.i) Ji daerah juga tcrbatas pengadaannya karcna 
kekuTangan biaya (KNPP 20060). Untuk tnengatasi hal ini, 
alokasl dana stimulan ke dacrah-d<lcrah, tcmlasuk kcpada LSM 
pcduii gender atau pl!rempuan, telah dilaJ...-ukan KNPP untuk 
mcmtuntu dacrah rnelakukan penyadaran gender di lingkup 
remcrintahan t('ntang perlllllya pengintcgrasian geIH.l~r ualam 
setiar lini pcmbangunan dengan lebih intcns'. Akan lctapi, 
hasil pcnYDdaran gender tcrsebut kcrap terputus karena mercka 
yang slIdah paham gender ditnutasi alas alasan struktural dan 
di posisi yang baru tentunya harus bekerja sesuai Tupoksi 
unit kerjanya yang tidak sclalll krkait dengan persoalan dan 
pem1asala han gcmkr (H u be is. AV, 1 996 b). 

D.lrlJ stimulan suda h dihentikan ""I ~k Tahun 2010. 
'Merupaka n catatan dan pengamal c n pehonal penults ,l'I~ m~ berkelihng kl' bcrbaga I 
prov'nsi, k<'lbup~l<!n dan kot~ keti~a menj~bat Ketua Tim Independen P"nila' pemberian 
Gender Awards. K"mpnterlJrl Negara f'emberdavaan Perempuan (KNPP). Tahun 2004· 
2007 
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Pt:nt:lttwn dari WRI (20 10), juga menunjukknn hall\\'a 
pemahaman umum mengenai gender masih kerap dismnakan 
dengan jenis kelamin, yang akhirnya hanya dialamatbn 
pada iSLl rnengenai percmpuan, ketimbang konstruksl sosi<lj 
dan hudaya yang mcnyebabkan tcrjadinya pembedaan peran 
perernpuan dan laki-laki. Dalam praktik, hal itll cendcnmg 
mendiskriminasi perempuan dalam hidang apapLltl, schingga 
kesej<li1tem<l1l perempuan jauh Icbih buruk dari laki-laki 
(Hubeis, ef ul. 2007: Hubcis, 2007). 

Untuk mcningkatkan kcsadaran pcmerinlaiI Jaerah tentang 
pcntingnya intcgrasi PUG da13m scmua sektar. mulai tahlln 
2004. KNNP mengadakan eV3iuasi pdaksanaan PUG mclalui 
pernberian APE (Anugt:rah Parahila Eka Prukary'uF. kepada 
pemda provinsi, kabupaten/kota. Pada whun pertama penilaian, 
daerah yang dapat mengisi fonn evaluasl APE sangat st:dikit 
(kUfang dari 30%Y'. Bahkan tidak ada satupun yang dapat 
m emen uh i kri teri a di atas Pm tnm n 7. N am 11 n, seca fa ti da k 
langsung, pemberian APE menyadarkan hanyak pihak tcntang 
belum sempurnanya pclaksanann PUG di daerah mcreka. Hal 
ini memotivasi daerah, yang salahsatunya tercermin dari mulai 
banyaknya daerah, sejak 2006, yang membcntuk Badan atau 
Kantor atau Biro PP sebagai rcspons positif tcrhadap program 
APE dari KNPP. 

Analisis Komunikasi: 
HOI, GOI dan GEM 

Isu-isu ketidakpahami.ln ararat, tcnnasuk masyarakat tentang 
konser gender dnn program pengamsutamaan gender 

<'PemberiJn APE dida~an oleh ha~il penilalan a,pek kelemba~JJf'. kom'tmen, dukungan 
forum, Pl'mamPUan PUG, data gender dan keberha,ilan pr(lgr~m bU((e~5 ~t(lryi. P~nilaian 

d Ilakukan (ll~h Tim independen: Penu I" ada la h Ketua Tim indl'penden APE den@an SK 
Menteri. P~da tahun 2004-2007, 

'Pada tahun berikutnya jumlah provinsl 145%), kdbupaten (26%) dJ" 'D\J 144%) YJng 
mem,,~ukkan formullr APl semJkin menlngkat, 

'Knterla pernberlan APE mulai dari yang terendah .,arnpal Iprtingg' ~d~l~h. Pr~t~ll1a. MldVJ 
dan Warna, 
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menunjukkan ada komunikasi kt'firu dalam penyosialisasian 
gender ke publik. rvtenurut paham teori komunibsl klasik 
dan kontcmporer, asumsi yang mendasari komunikasi gender 
adalah episfemic dan ax;o!o[Z\,: Asumsi t:'pislemic rncnyatakan 
bahwa komunikasi adalah mcdi:::l yang membuat orang menjadi 
tahu, tertarik dan mall menerima. 

Pcndapat ini senada dengan McLuhan (1964), yang 
menycbutkan bahwa the medium is the message it sell yang 
herarti bennlk sllatu media yang dipakai akan menimbulkan 
rdasi sirnbiosis dan mempcngamhi penerimaan pesan yang 
dikomunikasikan. SeJama ini, masyarakat mcmahami grndcr 
scbagai perempuan (WRI 2010), dan beras:::I1 dari budaya nlau 
bahasa asing (Hubeis 2006) sehingga kemp mcnimbulkan 
perlawanan nt:m ,vini.'}'me bahasa (Gudykurst 2003), Bcrarti 
ada penggunmm media atau kemasan pesan komumk<lsi yang 
bclum menyatu dengan nilai budaya bahasa di masyarakat 

ASllmsi axiulogy menyatakan komunikasi sebagai vu!ue
laden dimana Ullsur bahasa menjadi suhyektif dan tidak 
satupul1 bahasa bersifat netral. Dalam hal ini, Weaver (1976) 
dan Winterowd (1978), juga menyatakan bahwa komunikasi 
menampilbn perilaku yang diikuti oleh tmdakan yang 
mcnyangkut konsckuensi moral dan tanggungjawab moraL 
Jadi, kdika PUG yang belum akrab di tclinga dan di kalbu 
banY3k orang di republik ini disuarakan dan dikomllnikasikan 
sebagai upaya penyetaraan gender maka yang timbul adalah 
penerimaan selengah hati atau scpcrtiga hati atau bahkan 
pcrlawanan tcrsembunyi. Hal ini terkait dcngan budaya 
patriarki yang masih memposisikan perempuan berbeda dari 
laki-laki, percmpuan di domestik dan laki-laki di puhlik. 

Dengan demikian, d<lpat dipropisisikan bahwa sualu 
keberhasilan atau ketidakbcrhasilan k0111unikasi politik 
pengarusutamaan gender dapat dilihat dari ada tidalmya gap 
pemaknaan komunikasi, yang diidikasikan oleh kescnjangan 
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gender, yang dalam hal ini, dapat dini lai dari sci isih pcrhit Llng3n 
antara HOI (Human Ikvciopmcnt Index)H dan GOI «(ienuer
rdakd Oevdopment Index)'). 

1-"';:":' 

.! ~ I i f 1 

lOU(, 

.t.1)1)) 

)ool 

Gambar I Sebaran indeks HOI dan GOI antar-tahun, 1996-2009 

Sum her' !luman l)Cvclop1ll(,l1t Report. LlNDP: 19%. 1997, 199H, 1999,2000, 
200 I, 2002, 2003, 2(JO-+, ~OO'i, 21106, ~007/~OOX, 20lN; diolah 

Pada gmfik perbandingan I IOI-GDT antar tallUn (1996-2009) 
tampak nilai 1I0I sclalu mCl1cmpati posisi lebih tinggi dari 
GD!. Dari sisi (rend. nilai HOI dan GDI memiliki trend 
positif. Kedekatan grafik HOT ke GOT mulai tcrjadi sctclah dua 
tahun pengLl]"usulam:J:m gender menjadi komoditi komunikasi 
pohtik. Sebaran indeks antar tahun memiliki capaian y<lng 
relatif sarna: Pada Tah un 2009 kedua indeks mencapa i 11 i lal 
tertinggi, dan pada Tahun 1997-1998 kedua indcks mCtml1kl 
perbedaan yang signifikan, 

Angka perbedaan tertinggi terjLldi pada Tahun 1995. dengan 
sclisih indeks hingga 0.028, hertcpatan dengan krisJs ekpIlPJl1i. 
Pada saat krisis dan selama krisis (tahun 2000), all!2.ka 

'H 01 dlfo ku, p~d., ti~" dlmensi U kur<l n pernbangu na n manlJs'a' usia panjang da n h idlJp $eha!, 
l@rd,dik dan mem llik, kehid upan ya ng layak, 

'G DI y~ n@ dl perken~lkJn dalam HDR ta hun 1995, menglJkur pre stasi pemba ngun31'1 d ~Ia m 

d'men~' indibtcr sepern di HOI. 
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HPJ (Human Povcrty Index) juga tinggi (27,7(%) dan terns 
Il1cnurun hingga 17,00% pada Tahun 2007. Bersamaan dengan 
menurunnya HPI, angka GOl menaik secara curam terhadap 
HOI scbagai indikasi kcscnjangan gender mengecil. 

Oengan dcmikian, pcnunman angka kcmiskinan dan pcrbaikan 
ekonomi nasional akan mcngurangi kcscnjangan gcndcr. 
Sclanjutnya, dapal lIikatakan di sini bahwa sasaran perlama 
pengaruswamaan gender untuk mcningkatkan keselaraan 
gendcr bukanlah semata-mata menjadi urusan KNPP&PA, 
tetapi mcrupakan tanggungjawab semua kementerian di 
Republik ini, dan tcrmasuk masyarakat luas, akademisi, LSM 
dan organisasi wanita. 

Untuk melengkapi pengukuran kesenjangan gender, berikut 
ini adalah hasil analisis perkembangan GEM (Gender 
Empowerment Measure)]!! yang juga menunjukkan trend 
kcnaikan positif, yaitu dari nilai 54,6 (Tahun 2002), menjadi 
59,7 (Tahun 2005), 61,3 (Tahun 2006), 61,R (Tahun 2007) 
dcngan posisi ke 33 dari 71 ncgara yang diukur. Lalu, palla 
tahun 2008 meningkat ke 62,17 (UNOP, HOR 2002-20mq. 

Peringkat ke-90 (0,408) dari GEM Indonesia pada talmn 
2009 sudah menunjukkan harapan target pemerintah, seperti 
dinyatakan olch Prcsidcn SBY, agar angka GEM Indonesia 
dapa t mcnca pa i uru tan kc-9 I di Tah II n 20 I O. N amlin dcmikian, 
mcmbanding dcngan pcringkat GEM negara-negara Asean 
(UNOP-HDR 2009), seperti Singapura ke-16 (0,786). Philipina 
ke-59 (0,560), Vietnam ke-62 (0,554), Malaysia ke-68 (0,542), 
dan Thailand ke-76 (0,514) maka rankin/? GEM Indonesia 
masih relatif sangat rendah. 

Meningkatnya angka GEM nasi anal diikuti dengan pencapaian 
GEM di beberapa provinsi melebihi rataan angka nasional. 

lOG E M, merupaka n mdeks kompos't yang menguku r ketlda kseta raan gender (gender 
inequality) pada tiga dlmensi dasar pemberdayaan, yaitu partisipasl ekonoml dan polltik 
serta penga mbolan keputusa n 
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Namun, jumlahnya sangat berftukntasi, yaitu daTi 10 provinsi. 
menjadi 18, menunm menjadi I 3 doll ~ lalu men ingkat 111enjad i 
I [ provinsi, bertuntt-turut di tahun 2002, :2005, dan 2007-
2009 11 . Bcrartj pada Tahun 2009lcrjadi pcningkatan partisipasi 
pcrernpuan di politik dan di lC"tUbaga pengambilan keputllsan, 
salahsahll1ya adalah meningkatnya 10,7 perscn percmpuan di 
OPR (Tahun 2004) menjadi 18,2 persen (Tahun 2009). 

Sccara keseluruhan, portisipasi perempuan dalam pcngambilan 
keputusan di bcrbagai ketcmbagaan masih rendah, yang 
diindikasi o1ch rendahnya ketelwakilan perempuan LI! OPR 
(18,2%) dan posisi kcpemimpinan di Parrol (antara 6,25'Yo-
22.25%). SC111ua ini, masih jauh dari minimal qllota aflmnative 
action (30%), seperti diamanatkan pada UU Pemilll No.lO 
Tahun 2008 dan UU No.2 Tahun 2008 tentang Parpo\. 

Selanjutnya, ketenvakilan perempuan (11 lembaga forma 1 
pengambil keputusan juga masih rcmlah. seperti di tvl PR 
(1 2~';1), DPD (21 %). MA ([ 5%), BPK (O,oryo), KPU ([ ~%), 
dun Menteri (12%); Rcndahnya pcrempuan PNS di posisi 
jabatan stll1kturai Eselon I (7,lS5%), yaitu di LPO (X,96%), 
Lembaga Tinggi Negara dan Kejagung (6.67%), kelcmbagaan 
kepresidcnan (3,23 l;/0), Menteri (12)0%), dan di LPND 
(7,R5%): Sumbcr: KPU 2009-20 [4, BKN 200g. Sckab RI 
AgusunJs 200S (diolah).Partisipasi politik dan pengambi[an 
keputusan yang rendah, pada perempuan. mcrupakan indikasi 
kuat dari masih terdapatnya kescnjangan gender dalam aspck 
kekuasaan. 

Untuk mengetahui hubungan antar-indeks kesenjangan gender, 
dilakukan plotting angka HOI, GOI dan GEM untuk tiap 
provinsi. Sllmbu X dan Y mcrupakan rataan angka HOI atau 
GDI atau GEM untuk semua provinsi. Titik-titik dalam an.~a 
merupakan posisi suatu provinsi. 

··Diolah dari dat<l 33 provinsl pada Tahun 2000·2006, 2007/2008, 2009; 
bersumber dari UNOP Human Development Report, UNDP 

I. 14 I 



~-------------------------------------------

n .. 
U'I 

l J ~ 
,] ~J 

n,p .- c . u ~ 

n q ; 
a 

I'J,' ,-' \ n 'u 
r [J 11 

n , 

o 1l 

. 0.:.', , ___ ---+-____ ---+-________ --< 
" 

1101 

GambaI' 2. Plotting HOI versus GDI provinsi 

Ketemngan: Nomor provinsi: 1 :NAD, 2:Sumut, 3:Sumbar, 4:Riau, 
5jambl, 6:Sumsel, 7:Bcngku1u, 8:Lampung. 9:Babel, 
10:Kcpri, 11:DKJ, 12:Jabar, [3:Jateng, 14:DIY, 
15:Jatirn, l6:Bantcn, l7:Hali, [X:NTB, 19:NTT. 
20: Kalbar. 21: Jo.,: aheng, 22: f..:aL~('L 23 :Kaltim, 24: Sulut, 
25 :Sultcng, 26:Subd, 27 :Sultra, 28 :Goronta1o, 
29:Sulbar, 30: Maluku, 31:Malut, 32: Irjabar, 33: Papua 
(diolah dari UNOP HDR 2010). 

Gambar 2 mcnunjukkan provinsi dengan HDI tinggi (DKI 
Jakarta, 01 Yogyakarta. Sumut, Sumbar. Kalsel, Sulut. Bali, 
Rengkulu) jug<1 mcmiliki GDI linggi. Seba1iknya. daerah 
dengan HDI di bawah rataan nasional (Irjabar, Papua, NT£l, 
Maluku, Kalb,:u, Sultra) juga mcmiliki GDI renJah, 
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Gambar 3 Pfottill}!, HOi versus GEM provinsi 

I\.dl:T;.mg<ln 11,lmor provinsi sama dcngan (iamhar " 

Gambar 3 mcnunjukkan st:hagian besar provinsi Il1cmiliki 
angka GEM di atas rataan nasional. Akan tetari, hubungan 
1I0J dan GEM eendenmg tidak konsisten yang bcrarti bahwa 
provinsi dengan HOI tinggi tidak "c\alu mcmiliki GEM yang 
tinggi (misalnya, Jatim, Jamhi). Bahbn, Papua, NTT. Kalsel 
dengan HDllcbih rendah dad rata-rata n<lsionaljustru memiliki 
angka GEM yang tinggi. 

Selanjutnya, berdasarkan angka HOI, UDl dan GEM terkait 
dcngan dillleno;;i komunikasi gender lllaka kesenjangan gender 
yang terjadi dapat di rekap schagai hcrikut. 

1. Menyempitnya gap HOI dan GDI sebagai informasi 
berkurangnya kcscnjangan gender tcrkait dengan variabcl 
mcningkatnya GDP dan menunmnya HPI. Tctapi, 
meningkatnya GEM tidak selalu mcngkolllunikasikan 
adanya peningkatan angb HDI. 

I [6 I 



2. Kctcrwakilan perempuan dalam politik dan pcngambllan 
keputusan sudah mcningkat dilihat dari sudut jumlah, 
namun belum memenuhi qllota affirmative acthm. 

3. Peningkalan angb GEM tidak selalu diikuti dengan 
kcnaikan angka HOI dan menyempitnya gap antara HDI
GDI. 

Perspektif Komunikasi Gender: 
Suatu Implikasi 

Isu-isll yang terkuak dan hasil analisis HDI, GDT dan GEM. 
dari dimensi kornunikasi makro. memerlihatkan bahwa 
kesadaran gender sebagai prasyarat renting komunikasi politik 
penganLsutamaan gender, temyata hclum sepenuhnya menjadt 
kesadaran publik. Dalam hal ini. kcluarga sebagai sistem sostal 
terkee i I merupakan awal mulanya relasi genderdisos ta I isasikan. 
Dabm fungsi sebagai jejaring komunikasi, kchmrga juga 
berperan sebagai pcmantap ideologi patriarki dan sexism ke 
masyarakat. Berarti. kotllunikasi politik pengarusutamaan 
gender belum scpcnuhnya menyentuh kdompok grass root. 

Kegagalan komunikasi polilik di tingkat birokrat terlihat dari 
isu strategis gender yang bclum tcrarusutamakan ke dalam 
setiap level dan lini kcbijakan birokrasi. Akibatnya, masih 
terjadi bias laki-Iaki yang menomorduakan perempuan di 
berbagai bidang kchidupan. Dogm~ patriarki yang juga 
belum berha~il dilepaskan sepenuhny~ olch bcrbagai bentuk 
komunikasi dan advokasi gender menycbabkan kesenjangan 
gcnderpun belum sepenuhnya berhasil dieapai, scsuai harapan 
nasional alau komitmcn pada kesep<.lkatan global. 

Pertanyaan adalall apaAal/ pt'rspekt~lkomunikasi yang 
tepa! sehagai strategi kO/llllnikasi gender? 
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J\.eyakinan pertama yang perlu discpakati lIntLik mcnjawab 
pertanYlHln ini adalah pemahaman tcntang dOf}Jllin domcstik 
dan domllin plibliA atau fattent issue." dan Cllrrent issues. 
scbagai prasyarat awal pt:nanganan i:;u~isu gender dan 
pcnyusunan rancangan ~trategi komunikasi berperspektif 
gender. Hal ini dilandasi olch kcnvataan bahv,·a ap,lpun dan 
bagaimanapun rclasi gender masih menlpakan konstmksi 
budaya yang diwamai oleh idelologi dan hlldaya patriarki. 
Berartj perjuangan penyadaran gender hubn hanya dimiliki 
pcrcmpuan dan oleh perempuan. tetapi juga untuk laki-Iaki 
dan dari laki-laki, dan atau untuk kcpcntingan bersama. 

Karena itu, penyadaran gender melalui komunikasi partisipatif 
yang memadukan konscp dialog Freire (1975) dcngan 
kerutusan kolektif Servaes (2002), scbagai suatu prcposisi 
diyakini akan melllbuat :st:seorang atau sckelompok orang 
bcrdaya. Raggatt (2007), dalam teori pusitivningnya juga 
menckankDll bahwa upaya kcbcrdayaan lerlt:tak pada proses 
conversational dan dialcktika. Namun. menurut Mclkotc dan 
Steeves (2001). pC'ngorganisasian dialog tentang kcsepakatan 
kctidakadilan kekuasaan hams tet<lp mcrupakan rnasalah sentra I 
yang perlu tbsulusikan d:.dam pembangunan bcrkcsctaraan 
gender. 

Dengan demikian, intcrvcnsi pcnyadaran gender scbagaJ pros~s 
dialog adalah bagaimana memposisikan perempuan dan laki
laki agar dapal bersama-sama mcncapai kontrol pengambllan 
kcputusan publik, mengubah praktik-praktik serta perundang
undangan bias gender yang tidak mcnguntungkan saJahsatu 
scks. Dcngan kata lain, visi dan misi pengarusutamaan 
gender dalam pcmbangunan tetap perlu disosialisasikan dan 
dimasyarakatkan, tidak hanya agar terintcmalisasi dalarn setiap 
kalbu aparat penentu kcbijakan tetapi juga di kalbu seluruh 
ana" bangs<I, laki-pcrcrnpuan. 
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Sclanjutnya, kaidah komunikasi dia/ng-parfisipafU; 
mensyaratkan pertautan senaJa sernua partisipan komunikasi 
(sumbcr, media, pesan dan penerima pesan) scbagai inti 
dari proses Render cOllscicntization ( penyadarnn gender). 
Karena itl!, pemampuan kclembagaan pemberdayaan gender 
d,m ketersedinan sumhcrdaya manusia ahli media dan ahE 
komunikasi yang dupat rnengkcmns isu-isu gender spesifik 
lokasi dUll buuaya serta cam bcrhahasa akan menjadi energi 
pendorong ( energy forces) dalam proses m('ma.~yarakatk{jll 

Kender dan menRgellderkan masyW'uhat. 

Mengingat keluarga sebagai awal pddakan nilai-nilai 
kesctaraan dan kcadiJan terhadap sesama, maka penumbuhan 
pemahaman suatu kduarga tentang gender merupakan modal 
sosial tlalam menumbuhkan empati sosial terhadap makna 
kcsctaraan dan keadilan gender. Tetapi, pencapaian banyak 
kdu:lrga, yaitu masyarakat luas dengan keragaman etnis, budaya 
dan kcyakinan mcmposisikan pcnggunaan (eknologi informasi 
yang komunikati f scbagai a I t('matif stmlegi komunikasi unluk 
pcrcepatan intervcnsi pcnyadaran gender ke publik, tcnJtama 
menghadapi ekscs negatif kekdiruun pemahaman tcntang 
kesctaraan gender. 

Dengan demikian, isu-isll kesenjangan gender sebagai bagian 
komunik£1si pOlilik memerlihatkan bahwa intervcnsi gender 
atau gender atjirmathe {lction tidak dapat dicapili hanya 
dengan kOl1lunikasi tup d()w1/. Perlll ada rcviralisasi dua-arah 
tCl1tang pcmahaman gender: Dari sisi birokrasi, komunikasi 
politik masih perIn diperbaiki melalui pendidikan dan 
pdatihan ke semua birokrat lii scmua jcnjang birokrasi; Dari 
sisi masyarakat. perlll dibuka ruang komunikasi pllblik sebagai 
media perbincangan kcsctaraan gender sccara kritis. 

lIntuk mcmpercepat senma iUI, sistem pendidikan formal 
perlu mcngkorporasikan unsur pluralisme kesetaraan. Secant 



lebih spesifik, di dalam pluralisme budaya, adat, kesukuan. 
dan keyakinan maka mcnjadi penting peran tokoh masyarakat 
(tokoh agama d.an tokoh adat) Icbih dipertautkan kc dalam 
upaya pcnyadaran dan pengintcmalisasian idcologi gender. 
Dcngan dcmikian, unsur pcndidikan dan komponcn adat 
scrta kcyakinan yang acap merupakan energi po/ifl"k (political 
forces) dalam peIant:aran kekuasaan dapat disimbolkan 
scbagai tungku kakitiga dalam mengurangi konllik politik 
budaya patriarki, masku1inita~ dan 'w!xis/II, yang suka atau 
tidak suka mcmpakan komponen pencetlls dan pengukuh 
perbedaan gender, yang akhimya hen1ll1ara pada kcscnjangan 
gender yang ajeg. Rancangan tIl) kcsetaman gender yang 
sudah menjadi agenda DPR, sebagai legal aspect yang akan 
lebih mengukuhkan perlunya h~scselaraan gender, dengan 
demikian, juga perlu dibarengi dengan pengukuhan social 
aspert di masyarakat melalui ketcrlibatan aktifberbagai tokoh 
masayarakat scbagai pcmcgang Icgitimasi budaya. 

Sebagai penutup, sudah saatnya pcrjuangan berkesetaraan 
dalam berbagai bidang kchidupan (pendidikan. kesehatan dan 
pcnd!1patan layak) yang sdama ini lebih banyak disuarakan 
olch pcrcmpuan disamblll dengan lapang dada oleh semua 
pihak. Perguruan tinggi. sebagai tcmpat berkumpulnya para 
cendekiawan dan iimuwan sudah saatntya juga bertanya ..... 
sudahkah kami sadar gender", 

Dalam hal ini. Instltut Pertanian Bogar, sebagai salahsatu 
Centre of Ercelent University di Indonesia sangat tepat untllk 
mulai mcmciopori pcngintcgrasian isu-isu gender ke dalam 
proses pembelajaran di berbagai strata pendidikan sesuai 
dengan bidang ilmunya, road-map pcnclitian dan pengabdian 
pada masayarakat bcrperspcktifpada kcsctaraan gender. selain 
penguatan kelembagaan penclitian tcrkait pada eksplorasi isu
isu gender, baik yang merupakan isu yang sudah lama terjadi 
(latent issues 1 maupun yang merupakan isu-isu hangat kekinian 
(current issu..::s). 




